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Abstrak 

 
Memperjuangkan hak-hak dasar karyawan/buruh merupakan upaya hukum 

yang dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial maupun pengadilan 

niaga dengan permohonan pailit. Walau keduanya mempunyai perbedaan dalam 

dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya, namun upaya-upaya ini merupakan 

bentuk perlindungan hukum mewujudkan hak-hak karyawan yang tidak diberikan 

perseroan terbatas. Pada pengadilan hubungan industrial, upaya dilakukan terlebih 

dahulu melalui mekanisme bipartit dan triparit yang menghasilkan anjuran dari 

dinas tenaga kerja. Sedangkan permohonan pailit pada pengadilan niaga, terlebih 

dahulu harus dilakukan dengan mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran 

utang  (PKPU).  Hasil  akhir  dari  rangkaian  proses  permohonan  pailit  adalah 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, mewajibkan para pihak yang disebut 

kreditor dan debitor melaksanakan isi putusan. Keterlibatan pengurus (kurator) 

yang merupakan perintah dari majelis hakim, adalah wujud jaminan/kepastian 

perlindungan hukum terhadap penyelesaian hak-hak karyawan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau 

yuridis normatif, disebut juga sebagai penelitan hukum doktrinal yang berfokus 

pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan 

Statute approach, Conceptual Approach dan Case Approach guna mengungkap 

secara jelas terkait hasil penelitian. 

Hasil penelitian, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak- 

hak  karyawan  perseroan  terbatas  yang  dinyatakan  pailit,  melalui  permohonan 

pailit pada pengadilan niaga menunjukkan bahwa hak-hak karyawan sebagai 

kreditur yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas sebagai debitor. 

Karyawan sebagai kreditor yang istimewa mendapatkan tempat yang diutamakan 

(preferend) melalui pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim guna 

menyelesaikan hak-hak karyawan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan 

tata cara melakukan penjualan terhadap asset debitor manakala tidak mencukupi. 

 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Hak-hak Karyawan 
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Abstract 

 
Fighting for the basic rights of employees / laborers is a legal effort that 

can be carried out through an industrial relations court or commercial court with 

a bankruptcy application. Although both have differences in the legal basis and 

procedures for implementation, these efforts are a form of legal protection to 

realize the rights of employees who are not given a limited liability company. In 

the industrial relations court, efforts are made first through a bipartite and 

tripartite mechanism that results in recommendations from the labor agency. 

Whereas the bankruptcy application at the commercial court must first be carried 

out with a mechanism for settling debt payment obligations (PKPU). The final 

result of a series of processes for bankruptcy applications is a decision that has a 

permanent legal force, requiring parties called creditors and debtors to carry out 

the contents of the decision. The involvement of the board (curator), which is an 

order from the panel of judges, is a form of guarantee / assurance of legal 

protection against the settlement of employee rights. 

The research method used is normative legal research, or normative 

juridical, also referred to as doctrinal legal research that focuses on legislation. 

The approach is done by using Statute approach, Conceptual Approach and Case 

Approach to clearly reveal the results of the research. 

The results of the study stated that legal protection of the rights of 

employees of a limited company was declared bankrupt, through a bankruptcy 

application at the commercial court indicating that the rights of employees as 

creditors  must  be  carried  out  by  a  limited  liability  company  as  a  debtor. 

Employees as special creditors get the preferred place (preferend) through the 

management (curator) appointed by the panel of judges to settle the rights of 

employees as debt that must be resolved by the procedure of selling the assets of 

the debtor when insufficient. 

 
Keywords: Legal Protection, Bankruptcy, Employee Rights 
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BAB IV 

 
PENUTUP 

 
 
 
 

1. KESIMPULAN 

 
Pertanggungjawaban hukum dalam teori tanggung jawab, identik dengan 

kewajiban hukum, oleh karenanya pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan 

tidak  lain  merupakan  kewajiban  perseroan  terbatas.  Perusahaan  bertanggung 

jawab untuk membayar upah karyawan sebagai kewajiban karena karyawan telah 

melaksanakan perintah pengusaha (perseroan terbatas). Manakala terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak karyawan, upaya penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial maupun gugatan Kepailitan 

melalui Pengadilan Niaga. 

Penelitian ini mengungkap pertanggungjawaban hukum perseroan terbatas 

terhadap  hak-hak  karyawan  perseroan  terbatas  dilakukan  melalui  Pengadilan 

Niaga dengan menggunakan gugatan kepailitan. Hak-hak karyawan diberikan 

melalui pengawasan pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim 

pengadilan niaga. Kedudukan karyawan sebagai kreditur, sangat berbeda dengan 

kreditur-kreditur lain. Sebagai kreditur istimewa, hak-hak karyawan perseroan 

terbatas  lebih  diutamakan  (preferend),  manakala  penjualan  asset  perseroan 

terbatas tidak sebanding nilai utang dari masing-masing kreditor. 

Telaah pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian tesis ini 

menyajikan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai 

pilihan  pertama  untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak 
 

 
 
 

111 



112  

 

 

 
 

karyawan. Setelah tercapai putusan perdamaian dalam perkara pailit pada 

Pengadilan Niaga, berikutnya karyawan mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas dalam 

bentuk jaminan terlaksananya pembayaran hak-hak karyawan perseroan terbatas 

sebelum putusan berwujud utang yang harus diselesaikan oleh perseroan terbatas. 

Pelaksana penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas dilaksanakan oleh 

tim pengurus (kurator) ditunjuk Majelis hakim yang bebas intervensi guna 

melaksanakan proses penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas yang 

belum terselesaikan sebagai kewajiban atau utang yang harus diselesaikan. 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas yang 

sudah dinyatakan pailit dalam konsep negara hukum, terakomodir melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penyelesaian hak- 

hak karyawan. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, tidak serta merta terlepas 

beban tanggung jawab (kewajiban) hukum yang muncul dalam hubungan hukum 

sebelumnya sebelum dinyatakan pailit. 

 
 
 

2.        SARAN 

 
Pemahaman penyelesaian hak-hak karyawan perseroan terbatas 

sebagaimana  penelitian  ini  belum  banyak  dilakukan  oleh  karyawan-karyawan 

yang terlanggar hak dan kepentingannya dalam hubungan hukum bersama 

perseroan terbatas. Melihat kenyataan yang ada dalam hubungan ketenagakerjaan, 

maka penelitian ini tentu bukan satu-satunya yang meneliti hak-hak karyawan 
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yang terlanggar, maka dari itu sudah menjadi keharusan setiap stake holder di 

dunia ketenagakerjaan menjadi informasi semacam ini menjadi refenrensi 

menyikapi  permasalahan  sejenis.  Dan  setidaknya  dapat  memberi  wawasan 

terhadap karyawan/pekerja secara umum dan khususnya bagi pihak 

karyawan/pekerja yang hak-haknya telah dilanggar oleh perusahaan. 
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